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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 2841/Pdt.G/2024/PA.Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama Sidoarjo  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

tertentu dalam tingkat pertama secara elektronik dalam sidang majelis hakim,

telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON,  tempat  dan  tanggal  lahir  Sampang,  01  Oktober  1990,

agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan

SLTA,  tempat  kediaman  di  XXXXXX  KABUPATEN

SIDOARJO, dalam hal  ini  memberikan kuasa kepada

Herman Hidayat, S.H, Advokat yang berkantor di Desa

Boro Rt 11 Rw 03 Kecamatan Tanggulangin Kabupaten

Sidoarjo Provinsi Jawa Timur berdasarkan surat kuasa

khusus tanggal 19 Juli 2024 sebagai  Pemohon,   

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 19 Juni 1991, agama

Islam,  pekerjaan  Karyawan  swasta,  Pendidikan  S1,

tempat  XXXXXX  KABUPATEN  SIDOARJO,  sebagai

Termohon; 

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon; 

Telah memeriksa alat-alat bukti beserta saksi-saksi Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa  Pemohon  dengan  surat  permohonannya  yang  terdaftar  di

Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo pada tanggal 24 Juli 2024 dengan

register  perkara  Nomor  2841/Pdt.G/2024/PA.Sda,  mengemukakan  hal-hal

sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.2841/Pdt.G/2024/PA.Sda
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1) Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal  28-08-2019

dihadapan  Pegawai  Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan

Waru, Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana terbukti dalam Duplikat Akta Nikah

Nomor  XXXXXX tanggal 28-08-2019

2) Bahwa, saat menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus

Janda.

3) Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Pemohon dan Termohon telah

hidup bersama dan tinggal di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO .

4) Bahwa,selama  perkawinan  Pemohon  dan  Termohon  sudah  berkumpul

selayaknya suami istri dan dikarunia dua orang anak yang bernama :

- ANAK I Nik XXXXXX TTL Sidoarjo 20-10-  

  2020 Umur 3 Tahun 9 Bulan.

- ANAK I I Nik XXXXXX TTL Surabaya 11-11-

  2022 Umur 1 Tahun 8 Bulan. 

5) Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup bahagia dan

harmonis,  akan  tetapi  sejak  Bulan  Januari  Tahun  2023  rumah  tangga

Pemohon dan Termohon  mulai goyah, sudah tidak ada keharmonisan dan ,

itu semua disebabkan karena :

- Termohon dan Pemohon setiap hari selalu bertengkar.

- Termohon dikasi nafkah sama Pemohon selalu kurang dan nafkah tiap

bulan sebesar Rp 5.000.000 ( lima juta rupiah )

6) Bahwa  pada  Bulan  Oktober  Tahun  2023  perselisihan  dan  pertengkaran

antara Pemohon dan Termohon memuncak dan pada saat itu juga Pemohon

keluar  dari  rumah  yang  ditempati  bersama  selama  melangsungkan

pernikahan sampai sekarang,dan Pemohon keluar atau pisah rumah selama

9 Bulan

7) Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya

dengan  Termohon  akan  tetapi  semua  itu  tidak  berhasil  dan  Pemohon

merasa  putus  asa,  alangkah  baiknya  apabila  Pemohon  dan  Termohon

bercerai karena apabila diteruskan akan mendapatkan kemudhorotan, oleh

karena  itu  Pemohon  mohon  Kepada  Ketua  Pengadilan  Agama  Sidoarjo
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk mengabulkan

cerai talak yang diajukan oleh Pemohon.

Bahwa  berdasarkan  alasan-alasan  tersebut  di  atas  tersebut  diatas

Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo melalui Yang

Mulia  Majelis  Hakim  Pemeriksa  Perkara  ini,untuk  berkenan  memanggil

Pemohon  dan  Termohon  untuk  selanjutnya  menjatuhkan  putusan  sebagai

berikut:

PRIMER 

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;  

2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) Untuk menjatuhkan talak satu

raj'i  terhadap  Termohon  (TERMOHON)  di  depan  Pengadilan  Agama

Sidoarjo.

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini 

    sesuai  dengan peraturan yang berlaku

Atau  apabila  Yang  Mulia  Majelis  Hakim  berkehendak  lain,  mohon

putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan

sedangkan  Termohon  tidak  datang  menghadap  di  persidangan,  kemudian

Majelis  Hakim  mendamaikan  Pemohon  dan  Termohon  dan  telah

memerintahkan  kepada  kedua  belah  pihak  untuk  melaksanakan  upaya

perdamaian melalui prosedur mediasi dan atas perintah Majelis Hakim tersebut

kedua belah pihak sepakat memilih mediator dari Pengadilan Agama Sidoarjo

bernama Rini Astutik, S.HI., M.H.;

Bahwa  Mediator  tersebut  telah  melaksanakan  tugasnya  dan

menyampaikan laporan kepada Ketua Majelis tertanggal 08 Agustus 2024 yang

isinya  mediasi  dinyatakan  tidak  berhasil.  Namun  kedua  belah  pihak  telah

sepakat tentang hadhanah, nafkah iddah, mut’ah, dan nafkah anak yang isinya

sebagai berikut ;

Pasal 1

Bahwa kedua belah pihak sepakat cerai secara baik-baik 

Pasal 2
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa,  kedua  belah  pihak  mengaku,  selama perkawinan  telah  dikaruniai  2

orang anak yang bernama : 

 ANAK I, Tanggal lahir 20 Oktober 2020;

 ANAK I I, tanggal lahir 11 Nopember 2022 

Pasal 3

Bahwa kedua belah pihak sepakat yang mengasuh (hadhanah) anak tersebut 

adalah Termohon selaku Ibunya

Pasal 4

Bahwa Termohon selaku Ibunya berjanji  akan mengasuh anak-anak dengan

sebaik-baiknya dan tidak akan menelantarkan anak

Pasal 5

Bahwa dalam rangka menyambung rasa  kasih  sayang  (silaturrahim)  antara

anak dengan ayahnya, maka Pemohon selaku ayahnya berhak sewaktu-waktu

dapat bertemu, dan mendidik anak sepanjang tidak mengganggu kepentingan

anak 

Pasal 6

Bahwa pada waktu liburan sekolah,  Pemohon berhak mengajak anak untuk

berlibur, asal diberitahukan beberapa hari sebelumnya kepada Termohon.

Pasal 7

Bahwa  selama  anak  diasuh  Termohon,  Pemohon  berjanji  memenuhi

kewajibannya atas segala biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan

sebagaimana yang dimaksud oleh  pasal 41 huruf (b) UU 1 Tahun 1974  dan

dalam rangka  menyambung  rasa  kasih  sayang  (silaturrahim)  kepada  anak,

maka Pemohon akan memberi nafkah anak tersebut diatas sebagai berikut :

1. Nafkah untuk keperluan makan dan minum dan kebutuhan pokok

lainnya minimal Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu Rupiah) setiap

bulan dan akan bertambah setiap tahunnya berkisar antara 10 % s/d 20

%., sesuai dengan kemampuan Pemohon.

2. Nafkah  untuk  biaya  kesehatan  dan  keperluan  sekolah  sesuai

dengan  kebutuhan  secara  riilnya  dan  Pemohon  bertanggung  jawab

penuh terhadap kebutuhan anak

                                      Pasal 8
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menyatakan akan memberi nafkah iddah selama masa iddah

(masa tunggu) 3 X suci (lebih kurang selama 3 bulan) sebesar Rp..1.000.000,-

(satu juta rupiah)  

Pasal 9

Bahwa Pemohon menyatakan akan memberi mot’ah sebagai tali asih kepada

Termohon sebesar Rp. 1. 000.000,- ( satu juta rupiah) 

Pasal 10

Bahwa  setelah  Pemohon  dan  Termohon  menjalankan  isi  kesepakatan

perdamaian ini, maka dengan demikian Pemohon dan Termohon menyatakan

tidak akan melakukan tindakan dan atau gugatan terhadap objek perdamaian

baik  secara  bersama-sama  maupun  sendiri-sendiri  untuk  masa  yang  akan

datang

Pasal 11

Para  Pihak  sepakat,  mohon  kepada  Majelis  Hakim  yang  memeriksa  dan

mengadili  perkara  untuk  memuat  Kesepakatan  Perdamaian  ini  ke  dalam

pertimbangan hukum dan amar putusan;

Bahwa kemudian dibacakan surat  permohonan  Pemohon yang  isinya

tetap dipertahankan oleh Pemohon; 

Bahwa  atas  permohonan  Pemohon  tersebut,  Termohon  telah

memberikan Jawaban yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan

Pemohon;

Bahwa  selanjutnya  pemeriksaan  perkara  dilakukan  dalam  siding

tertuutup untuk umum lalu dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isi dan

maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa  atas  permohonan  Pemohon  tersebut  Termohon  telah

memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil-

dalil  Pemohon. Dan benar ada kesepakatan antara Pemohon dan Termohon

dalam mediasi; 

Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  permohonannya,  Pemohon  telah

mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A.SURAT.
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi  Kutipan Akta Nikah dari  KUA Waru  Kabupaten Sidoarjo

Provinsi Jawa Timur, Nomor XXXXXX Tanggal 28 Agustus 2019. Bukti surat

tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen

yang diunggah/diupload pada aplikasi  e-Court,  lalu  diverifikasi  kemudian

dicocokkan  dan  telah  sesuai  dengan  aslinya  dan  telah  dinazegelen,

kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;  

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari  Kepala Dinas Kependudukan

dan  Catatan  Sipil  Kabupaten  Sidoarjo  atas  nama  PEMOHON  Nomor

XXXXXX tanggal 28 Februari 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh

Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada

aplikasi  e-Court,  lalu  diverifikasi  kemudian  dicocokkan  dan  telah  sesuai

dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi  kode bukti  (P.2).

Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.SAKSI.

Saksi 1. umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, bertempat tinggal

di  XXXXXX  KABUPATEN  SIDOARJO,  di  bawah  sumpah  memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

 Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi

adalah kakak kandung Pemohon; 

 Bahwa  saksi  mengetahui  Pemohon  dengan  Termohon  adalah

pasangan suami istri; 

 Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama

sebagaimana  layaknya  suami  istri  dan  tinggal  bersama  di  XXXXXX

KABUPATEN SIDOARJO ; 

 Bahwa  selama  menikah  Pemohon  dengan  Termohon,  telah

dikaruniai 2 (dua) orang anak ;

 Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Pemohon

dengan  Termohon  awalnya  rukun,  namun  kemudian  sering  diwarnai

perselisihan dan pertengkaran.

 Bahwa  saksi  mengetahui  Pemohon  dengan  Termohon  sering

bertengkar namun penyebabnya tidak tahu, yang saksi ketehui Pemohon

berkerja diluar kota sehingga mereka jarang ketemu;
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
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  Bahwa  setelah  terjadi  pertengkaran  kemudian  Termohon  pergi

meninggalkan Pemohon sehingga Pemohon dengan Termohon berpisah

tempat tinggal selama 1 tahun; 

 Bahwa  selama  berpisah  Pemohon  tidak  memberi  nafkah  pada

Termohon, dan tidak saling mengunjungi.

 Bahwa  saksi  sudah  berusaha  mendamaikan  Pemohon  dengan

Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil.

 Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka.

Saksi 2. umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, bertempat tinggal

di  XXXXXX  KABUPATEN  SIDOARJO,  di  bawah  sumpah  memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

 Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi

adalah kakak ipar Pemohon; 

 Bahwa  saksi  mengetahui  Pemohon  dengan  Termohon  adalah

pasangan suami istri; 

 Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama

sebagaimana layaknya suami istri  dan tinggal bersama di di  XXXXXX

KABUPATEN SIDOARJO ; 

 Bahwa  selama  menikah  Pemohon  dengan  Termohon,  telah

dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK I dan ANAK I I; 

 Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Pemohon

dengan  Termohon  awalnya  rukun,  namun  kemudian  sering  diwarnai

perselisihan dan pertengkaran.

 Bahwa  saksi  mengetahui  Pemohon  dengan  Termohon  sering

bertengkar namun penyebbnya tidak tahu, yang saksi ketahui Pemohon

dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun;

  Bahwa  selama  berpisah  Pemohon  tidak  memberi  nafkah  pada

Termohon, dan tidak saling mengunjungi.

 Bahwa  saksi  sudah  berusaha  mendamaikan  Pemohon  dengan

Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil.

 Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka.
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Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan

menerima dan membenarkan;

Bahwa  selanjutnya  Pemohon  menyatakan  tetap  pada  permohonannya

dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa  selanjutnya  Pemohon  dan  Termohon  mengajukan  kesimpulan

secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula dan mohon

putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu

yang tercantum dalam berita  acara  persidangan perkara  ini  sebagai  bagian

yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan

untuk berdamai,  baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam

proses mediasi oleh Mediator bernama Rini Astutik, S.HI., M.H., namun upaya

perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan

Pasal  82  ayat  (1)  dan  (4)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang

Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130

HIR   dan  Peraturan  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  1  Tahun  2016  tentang

Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  upaya  perdamaian  tidak  berhasil,

maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut

sesuai  ketentuan  Pasal  80  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa

rumah tangga  Pemohon dan  Termohon  sudah  tidak  harmonis  sering  terjadi

pertengkaran  disebabkan  antara  Pemohon  dan  Termohon  sudah  tidak  ada

kecocokan  dan  sering  bertengkar  karena  Termohon  selalu  merasa  kurang

dala,m  pemberian  nafkah,  akibatnya  terjadi  pisah  tempat  tinggal  selama  9
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bulan,  selama  pisah  antara  Pemohon  dan  Termohon  sudah  tidak  ada

komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

          Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah 

memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil Pemohon, 

Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon sesuai dengan 

kesepakatan yang telah dibuat antara Pemohon dan Termohon dalam mediasi;

        Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon 

mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang

dikeluarkan oleh Pejabat  yang berwenang sebagai  akta autentik,  bermeterai

cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut

menjelaskan  mengenai  Pemohon  dan  Termohon  telah  melangsungkan

perkawinan sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dan bukti tersebut telah

memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

 Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk

an.  Pemohon,  bermeterai  cukup,  di-nazegelen,  dan  cocok  dengan  aslinya,

merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal

Pemohon sehingga bukti  tersebut telah memenuhi syarat formil  dan materiil,

oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna

dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi tersebut adalah orang dewasa yang

memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi

keterangan kedua saksi  adalah fakta yang dilihat  atau didengar sendiri  oleh

para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu

sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon

serta  tidak  ada  halangan  diterimanya  kesaksian  para  saksi  tersebut,  maka

kedua  saksi  tersebut  telah  memenuhi  syarat  formil  dan  materil  sehingga

keterangan  kedua  saksi  tersebut  memiliki  kekuatan  pembuktian  yang  dapat

diterima;
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Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon,

bukti  tertulis  serta  keterangan  para  saksi,  Majelis  Hakim  telah  menemukan

fakta-fakta hukum sebagai berikut:

 Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;

 Bahwa  selama  menikah  Pemohon  dengan  Termohon  telah

berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan  telah dikaruniai 2 (dua)

orang anak bernama bernama ANAK I dan ANAK I I,  yang kini diasuh oleh

Termohon;

 Bahwa  Pemohon  dengan  Termohon  sering  terjadi  pertengkaran

disebabkan  antara  Pemohon  dan  Termohon  sudah  tidak  ada  kecocokan

karena Termohon selalu merasa kurang dari pemberian Pemohon, Pemohon

tidak  mampu  memenuhi  tuntutan  kebutuhan  Termohon,  dan  telah  pisah

selama kurang lebih 9 bulan;

 Bahwa  Pemohon  telah  berketetapan  hati  untuk  bercerai  dengan

Termohon;

Menimbang,  bahwa berdasarkan fakta-fakta  tersebut  di  atas,  Majelis

Hakim  berpendapat  bahwa  rumah  tangga  Pemohon  dan  Termohon  telah

mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal

selama 9 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya

sudah  tidak  saling  mempedulikan,  bahkan  Pemohon  telah  menyatakan

ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang,  bahwa  rumah  tangga  seperti  tersebut  di  atas  tentunya

sudah  tidak  dapat  diharapkan  untuk  merealisir  tujuan  perkawinan  yaitu

membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal,  sesuai  maksud Pasal  1

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah

dengan  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019,  dan  terwujudnya  keluarga

yang  sakinah,  mawaddah  dan  rahmah,  sesuai  maksud  Pasal  3  Kompilasi

Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti  itu,  suami dan istri  tentu

sudah tidak dapat  menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing,  yang

mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka
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alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal

19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f)

Kompilasi Hukum Islam;

    Menimbang bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan

Firman Allah SWT, yang terdapat dalam Al-Qur’an surat Al Baqoroh ayat 229

yang berbunyi sebagai berikut:

باحســــان اوتســـريـــح بمعـــروف مســــاك فإ مرتان الطلق

Artinya : " Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh rujuk

lagi dengan yang ma’ruf, atau menceraikan dengan cara yang baik "

Menimbang,  bahwa  permohonan  Pemohon  untuk  bercerai  dengan

Termohon telah memiliki  cukup alasan, maka permohonan Pemohon dengan

memberi  izin  kepada  Pemohon untuk  menjatuhkan  talak  satu  raj’i  terhadap

Termohon patut dikabulkan;

 Menimbang,  bahwa dalam proses  mediasi  telah  terjadi  kesepakatan

antara Pemohon dengan Termohon, yaitu Pemohon sanggup memberi nafkah

kepada Termohon berupa:

- Nafkah iddah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)  

- Mut’ah berupa uang sebesar Rp.1.000.000,- ( satu juta rupiah)

- Menetapkan  Hak  Asuh  Anak  /Hadlanah  anak  yang  bernama

bernama ANAK I dan ANAK I I,  yang kini diasuh oleh Termohon kepada

Termohon (ibunya); 

- Nafkah anak tersebut, setiap bulannya sebesar Rp 1.500.000.- (satu

juta lima  ratus  ribu  rupiah) dengan kenaikan 10 % s/d  20 % setiap

tahunnya sampai anak tersebut dewasa/ mandiri;

- Nafkah untuk biaya kesehatan dan keperluan sekolah sesuai dengan

kebutuhan secara rilnya;

      Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata bahwa syarat

sah dari  suatu perjanjian yaitu sepakat mereka, yang mengakibatkan dirinya

cakap untuk membuat suatu perjanjian mengenai suatu hal tertentu dan suatu

sebab yang halal;
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      Menimbang, bahwa dalam pasal 1338 KUH Perdata ”semua perjanjian

yang  dibuat  secara  sah  berlaku  sebagai  Undang-undang  bagi  yang

mmbuatnya”;

        Menimbang,  bahwa  oleh  karena  telah  terjadi  kesepakatan  antara

Pemohon  dengan  Termohon,  maka  majelis  menghukum  kepada  Pemohon

untuk membayar kepada Termohon sesuai kesepakatan tersebut.

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perkara  ini  termasuk  bidang

perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama,  sebagaimana  telah  diubah

dengan  Undang-undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan  dengan  Undang-undang

Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi  izin  kepada  Pemohon  (PEMOHON)  untuk  menjatuhkan

talak  satu  raj'i  terhadap  Termohon  (TERMOHON) di  depan  sidang

Pengadilan Agama Sidoarjo ;

3. Menghukum  Pemohon  dan  Termohon  untuk  mentaati  isi

kesepakatan yang telah dibuat pada tanggal 08 Agustus  2024;

4. Menghukum kepada Pemohon  untuk membayar kepada Termohon

sebelum ikrar talak berupa:

4.1 Nafkah  iddah  sebesar  Rp.1.000.000,-  (satu  juta

rupiah)  

4.2 Mut’ah berupa uang sebesar  Rp.1.000.000,- ( satu

juta rupiah)

5. Menetapkan Hak Asuh Anak /Hadlanah anak yang

bernama  ANAK  I  dan  ANAK  I  I  kepada  Termohon  (ibunya),  dengan

kewajiban  pemegang  hak  hadhonah  memberi  akses  kepada  Pemohon

yang tidak memegang hak hadhonah untuk bertemu dengan anaknya;

6. Menghukum  kepada  Pemohon  untuk  memberikan

Nafkah anak tersebut, setiap bulannya sebesar Rp 1.500.000.- ( satu juta
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lima  ratus  ribu  rupiah)  dengan  kenaikan  10% s/d  20% setiap  tahunnya

diluar  biaya  Pendidikan  dan  Kesehatan  sampai  anak  tersebut  dewasa/

mandiri; 

7.  Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian  putusan  ini  dijatuhkan  dalam  rapat  permusyawaratan

Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 Masehi,

bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. Ridwan

Awis,  M.H  sebagai  Ketua Majelis,  Drs.  Muhlis,  S.H.,  M.H. dan Drs.  H.  Ilmi

masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,  putusan  tersebut  diucapkan  dalam

sidang terbuka untuk  umum pada hari  itu  juga,  oleh  Ketua Majelis  tersebut

dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hadi Winoto, S.H.

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Drs. Muhlis, S.H., M.H.

Drs. H. Ilmi

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H

Panitera Pengganti,

Hadi Winoto, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran Rp 30.000,00
Proses Rp 100.000,00
Panggilan Rp 70.000,00
PNBP Rp 30.000,00

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.2841/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sumpah Rp 100.000,00
Redaksi Rp 10.000,00
Meterai Rp 10.000,00
Jumlah Rp 350.000,00
(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.2841/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14


